
WALi KOTA BAUBAU 
PROVINS,SULAWESITENGGARA 

PERAT~ WAL! KOTA BAUBAU 

NOMG)R: 63 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 
I 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

JAL! KOTA BAUBAU, j 

bahwa d~run rangka menjamin terci{,tanya arsip 
yang autentik: dan terpercaya, serta untuk, mewujudkan 
pengelola11 arsip yang handal, Pemerirrtah Daerah 
memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan yang komprehensif dan terpadu'; 

I 

b. bahwa untuk mewujudkan pemertntahari yang baik, 
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
diperlukfil} suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai 
dengan prtnsip, kaidah, dan standar kearsipan; 

I 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud j dalam huruf a dan ~uruf b, maka perlu 
menetapf Peraturan wau Kata ten tang 
Penyelen araan Kearsipan; i 

1. Pasal 18 ayat (6) Un.dang-Undang IDasar Negara 
Republik 11 donesia Tahun 1945; '. 

2. Urrdarig-Urrdarig Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pemberrrulcan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara 
Republik ~donesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran. Negara Republik Indonesia No,or 4120); 

3. Undang-U dang Nomor 14 Tahun 2008 ten.tang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No:rilor 4846); 

I 
4. Uridarig- dang Nomor 25 Tahun 2009 teritarig 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Reptiblik Indonesia 
I I Tahun 2qo9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5038); j 
I 

5. Undang- ndang Nomor 43 Tahun ~009 terrtang 
Kearsip (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 
2009 No or 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Nomor 5071); . 

6. Uridarig- 
1ndang Republik Indonesia Noior 23 Tahun 

2014 ten ,ang Pemerintahan Daerah (Lerp.baran Negara 
Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

a telah diubah beberapa kali, terakhir 
1 

Mengingat 

Menimbang: a. 
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dengan Undang-Uridang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-Undang 
Nomor 2 Ta.pun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
U ndang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856)f J 

7. Undang-Un;dang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ~ahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana 
telah diubili beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

1 Undang Noqior 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

I tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara 
Republik Indbnesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan femerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelalcsanaari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearaipari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahari Lembaran 
Negara Republik; Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan Jrenteri Dalam Negeri Nomor 78· Tahun 2012 
tentang Tatk. Kearsipan di Lingkungan Kemerrterian Dalam 
Negeri danl Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 
Tahun 2Q 17 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang 
Tata Kear-sipan c:li Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemeriritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 1282); 

I 
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik 
Indonesia Tcihun 2012 Nomor 238); 

11.Peraturan Kbpala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pernusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20121Nomor 244); 1 

I I 12.Peraturan 9aerah Kota Baubau Nomor 5 Tahuf 2016 tentang 
Pembentul dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerhll Kota Baubau 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Baubau 
Tahun 202 lj Nomor 2). I 

J 
l. 

\ 
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MEMUTUSKAN : 

I 
PERATURAN ii ALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEARSIPAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

./. Pasal 1 

Dalam. Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
I I 

1. Daerah adalah Kota Baubau. 
I 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau. . 
3. Pemerintahan paerah adalah Wali Kata dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah 
yang memimpip pelaksanaan urusan pemerin.tahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Perpust1k.aan adalah Organisasi Perangkat Daerah 
I 

yang melaks~akan dan menyelenggarakan urusan 
pemerintahan 

1di bidang kearsipan, selanjutnya disebut 
Lembaga Kearaiparr Daerah. ! 

5. Kearsipan adalcili hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
6. Penyelenggara$ kearsipan adalah keseluruhan kegiatan 

meliputi kebijakari, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam. ausrtu sistem kearsipan daerah yang didukung 
oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta 
sumber daya la)m.nya. 

7. Arsip adalah I rekam.an kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai be~~Jk dan media sesuai dengan perkernbangari 
teknologiinfo asi dan komunikasi yang dibuat dan diterima 
oleh lembaga J pemerin.tah daerah, lembag~ pendidikan, 
perusahaan, orgariieaei politik, organisasi kerµasyarakatan, 
dan perseorarigan dalam. pelaksanaanl kehidupan 
bermasyarakat1 berbangsa dan bernegara. 

8. Arsip dinamis adalah adalah arsip yang digu'nakrrn secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selam.a waktu ~erten tu. i 

9. Arsip vital adalah arsip yang keber'adaarmya merupakan 
persyaratan d~sar bagi kelangsungan operasional pencipta 
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak terg1! tikan apabila 
rusak atau hilang. 

I 

10. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya 
tinggi dan/ atai terus menerus. I 

11. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya 
telah merrururu [ 

12. Arsip statis atlalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena mernilfki nilai guna kesejarahanJ telah habis 
retensinya, dajn berketerangan dipermanenk~ yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

I I 
oleh lem baga kearstpan. ! 

I 

13. Arsip terjaga :adalah arsip negara yang berfaitan dengan. 
keberadaan d kelangsungan. hidup barigaa dan negara 
yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan 
keselamatann a. ! 

' 

Menetapkan 
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20. Unit kearsipan adatah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

1 I k . I penye enggaraan earsrpan. I 
21. Retensi arsip iadalah jangka waktu penyim.panan yang 

wajib dilakukart terhadap suatu jenis arsip. 
22. Jadwal RetensilArsip yang selanjutnya diaingkat JRA adalah 

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu 
penyim.panan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan 
yang berisi re,omendasi ten tang penetapan sua. tu jenis arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. yang 
dipergunakan I sebagai pedoman penyu sutan dan 
penyelamatan arstp. 

I 

23. Penyusutan. a1'.sip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
arsip dengan , cara pemindahan arsip maktif dari unit 
pengolah ke 'unit kearsipan, pemusnahan araip yang tidak 
memiliki nilai [guria, dan penyerahan arsip ~tatis kepada 
lembaga kearsiran. 

24. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian 
arsip dinamis ~ecara efisien, efektif, dan siste:r;natis meliputi 
penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta 

I• I penyusutan arsrp. 
25. Pengelolaan ai,sip statis adalah proses pengendalian arsip 

statis secara efiaien, efektif, dan sistematis meliptrti akuisisi, 
I • I pengolahan, pueeervasn, pemanfaatan, pendayagunaan, dan 

pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan. 
I 

26. Akuisisi arsip lstatis adalah proses penambahan khasanah 
arsip statis pada lembaga kearsipan. yang dilaksanakan 
melalui kegiatan penyertaan arsip statis dan hak 
perigelolaarmya dari pencipta arsip kepada lembaga 
kearsipan. 

14. Arsip umum adafah arsip yang tidak termasuk dalam 
kategori arsip terjaga. ! 

I 
15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kopetensi 

dibidarig kearaipem yang diperoleh melalui pendidikan formal 
dan/atau perididilcan dan pelatihan kear'sipan serta 
mempunyai Jungsi, tugas, dan tanggung jawab 
melaksanakan ir:egiatan kearsipan. ; 

16. Lembaga kears,pan adalah lembaga yang meiniliki fungsi, 
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 
statis dan pernbiriaari kearsipan. 

I 17. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 
I 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 
sarana bantu j untuk mempermudah penemuan dan 
pemanfaatan. 1sip. 18. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian 
dan otoritas tlal/am pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung 
jawab di bidarigl pengelolaan arsip dinamis. 

19. Unit pengolah ~dalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua 
arsip yang berlcaitari dengan kegiatan penciptaan arsip 
dilingkungannyk.. 

I 
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f. 

Pasal 2 

I BAB II 
M1'\KSUD DAN TUJUAN 

I 
Peraturan Wall Kota rm dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukurn j dalam penyelenggaraan kearsipan yang 
berkualitas, terintegrasi, dan berkesinam.bungan sebagai bagian 
dari penyeleriggarasm kearsipan daerah. 

I Pasal 3 

Penyelenggaraan KJarsipan bertujuan untuk: 
a. mewujudkan terorptariya. dan tersedianya arsip di seluruh 

perangkat daenah dengan baik, benar, dan autentik dan 
terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 

b. menjamin terwujudriya pengelolaan dan pemanfaatan arsip 
yan~ h~aa1; j . . I . 

c. rnenjarrun perlmdungan kepentingan daerah rnelal'ui 
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya; j 

d. menjamin Iceeelarn.atarr dan keamanan arsip lsebagai bukti 
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, danj bernegara; 

e. menjamin keselamatan aset daerah;dan 
I meningkatkan kualitas pelayanan publik dalarn pengelolaan 

danpemanfaatJn arsip yang autentik dan rerpercaya. 
I I 

! BAB III . 
~UANG LINGKUP 

I 
j Pasal 4 . . .! 

Ruang lingkup pen:yelenggaraan kearsipan melipui: 
a. perencanaan; I 
b. organisasi penyeleriggaraari kearsipan; 
c. pengembangan rumber daya manusia kearaipan; 
d. pengelolaan keairsipan;dan I 
e. sarana dan prasarana. 

I 

27. Daftar Arsip adalah daftar yang berisi ten tang uraian arsip 
aktif dan/atau larsip inaktif yang berisi materii setiap unit 
pengelornpokan, pemilik, jenis koleksi/khasanah, keadaan 
dan volume, eebagai sarana penemuan informasi arsip dan 
penyusutan arsip. 

28. Preservasi arsi~ adalah proses dan kerja dalarn rangka 
perlindungan f,· sik arsip terhadap kerusakan[1 atau unsur 
perusak. 

29. Sistern Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD 
I I adalah suatu lsistern yang membentuk pola hubungan 

berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki 
fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur 
lain yang s~g mempengaruhi dalam penyelenggaraan 
kearsipan secara menyeluruh di daerah. 

I 
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daya marrusaa 
I 

sumber menyediakan 

Pasal 8 

(1) Pemerintah olerah 
bidang kearsip 

, Bagian Ketiga 
Pengembarigari Sumber Daya Manusia 

! 

(1) Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dilaksanakan oleh 
Lembaga KearsiJ' an Daerah. 

(2) Selain Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), penyelenggara kearsipan pada organisasi 
perangkat daer4 lainnya dilaksanakan oleh unit kearsipan. 

(3) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ay4t (2) meliputi: 
a. unit Keareipan I berada pada Lembaga Kearsipan Daerah; 
b. unit Kearsipan II berada pada Bigian Umum 

Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekre'tariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat pada Organisasi 
Perangkat Daerah , dan Sekretariat pada BUMD;dan 

c. unit Kearsipb III berada pada Unit PelaJ.sana Teknis 
atau Bagian belain Bagian Umum. f 

I I 
I 

Pasal 7 

Pasal 5 

(1) Dalam. rangka jencapai maksud dan tujuan sebagaimana 
dimaksud dalani Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah 
menyusun rencaha penyelenggaraan kearsipan. I 

(2) Rencana penyel~nggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) meliputi: I 
a. rencana Str'ategis Penyelenggaraan Kearsipan Daerah; 
b. rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan 

I 

c. rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kearsipan Daerah. 
(3) Penyusunan rerrcarra penyelenggaraan kearsipan' sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada: 
a. rencana Per' bangunan J angka Panjahg Daerah 

(RPJPD);dan ' 
b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). ) 

I Pasal 6 

(1) Rencana Strate~s sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) 
ayat (2) huruf a disu.sun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. I . 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Lembaga Kearsipan Daerah sebagairuana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun untuk 
jangka waktu 11satu) tahun. 

Bagian Kedua 
Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 
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i 
/ Pasal 11 

(1) Pengelolaan arsiJ? terdiri dari: 
a. pengelolaan arsip dinamis;dan 
b. pengelolaan f sip statis. I 

(2) Arsip dinamis sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri dari: l J 

a. arsip vital dan arsip asset; · 
b. arsip aktif; 
c. arsip inaktif;cian 
d. arsip terjaga~ 

(3) Pengelolaan areip dinamis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf 1 menjadi tanggung jawab perangkat daerah 
pencipta arsip. 1 

• 

l 

Arsiparis bertugas I untuk mengelola arsip dina.Jis dan statis 
sesuai dengan tariggurig jawab yang diberikan setiap Kepala 
Organisasi Perarigkat Daerah serta tugas dan fungsi lainnya I . 
sesuai dengan ketertuan peraturan perundang-un~angan. 

I BAB IV l 
;PENGELOLAAN ARSIP 

Pasal 10 

I I 
(1) Pemeri.ntah De.ere.h melakukan pengembangan sumber daya 

manusia bidang kearsipan melalui: 
a. Pengadaan {:1-tau pengangkatan Arsiparis disetiap 

perangkat daeriah; 
b. pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis;dan 
c. pengaturan pefan Arsiparis. 

(2) Pengadaan atau pengangkatan · Arsiparis i di setiap 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilaksanakan berdasarkan standar kompetens1 sumber daya 

I 

manusia bidang Jkearsipan. 
(3) Pengaturan. perap Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c bertujuari untuk membangun kemandirian dan 
independensi dalam melaksanakan fungsi dan tµgasnya. 

Pasal 9 

(2) Sumber daya imarru sia. bidang kearsipan sebagaimana 
dimaksud pada dyat (1) terdiri dari: 
a. pejabat fungsiqn.al arsiparis;dan 
b. sumber dayal manusia non arsiparis yang memilik:i 

kompetensidan profesionalitas di bidang kearsipan. 
(3) Sumber daya manusia non arsiparis sebagaimaria dimaksud 

pada ayat (2) h~~f b terdiri dari: I 
a. pejabat strnKtJ1:1:ral yang menjalankan fung~i dan tugas 

kearsipandi unit kearsipan;dan I 
b. fungsional Urrrurn yang dilatih dalam b'idarrg kearsipan 

dan ditugask~ secara khusus dalam pengelolaan arsip 
dinamis dan/atau statis oleh Kepala Organisasi Perangkat 

I Daerah. 

1 



8 

(1} Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh: 
a. pemerintah daerah.; 

I 
b. perangkat daerah: 
c. BUMD; I 
d. lembaga perididtkari, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakaran yang kegiatannya dibiayai APBD;dan 
e. pihak ketiga yang diberikan pekerjaan berdasarkan 

perjanjian kerja dengan pemerintah daerah atau BUMD. 
(2} Pengelolaan ars~p dinamis dilaksanakan untlik menjamin 

ketersediaan arisip dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai bahan dkuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah 
berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan: 
a. handal; I ' 
b. sistematis; j1 

c. utuh; 
d. menyeluruh;dan 
e. Sesuai dengT norma, standar, prosedur, d~ kriteria. 

(3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

1 
Ir 

a. penciptaan arsip; 
b I • . penggunaan ars1p; 
c. pemeliharaari arsip; 
d. pengamanan / ar~ip;dan 
e. penyusutan ar'srp. 

(4) Pejabat atau I orang yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dima.keud pada ayat 
( 1) wajib merijaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan 
keselamatan arsip yang dikelolanya. 

(4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksu;d pada ayat 
(1) huruf b mer' jadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan 
Daerah. 

(5) Lembaga Kearsi:pan Daerah sebagaimana d~aksud pada 
ayat ( 4) wajib melaksanakan pengelolaan ar'sip statis yang 
diterima dari: J I 
a. perangkat dadra.h dan penyelenggara pemerintah daerah; 
b. perusahaan/¥3UMD; I 
c. organisasi Poijtik; I 
d. organisasi kerhasyarakatan;dan 
e. perseorangani 

(6) Selain kewajibaµ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
LembagaKearsrpan Daerah memiliki tugas melaksanakan: 
a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi waktu 

sekurang-kurk.ngnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari 
I ' perangkat iaerah dan penyelenggara pemerintahan 

daerah;dan 
b. pembinaan arsip terhadap pencipta arsip di lingkungan 

pemerintah diaerah. 
I 
I Bagian Kesatu 

Pefgelolaan Arsip Dinamis 

Pasal 12 
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Pasal 16 

lib I . din . b . I di ak d (1) Dalam peme a,raan ar'srp arnrs se agaunana rm su 
dalamPasal 15, rencipta arsip dapat melakukart alih media. 

(2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan terhadap arsip yang secara fisik harus 
diduplikasi dan b-sip yang memiliki nilai irrforma.si tinggi bagi 
kepentingan pericipta arsip. 

(3) Arsip basil aliJ media diautentifikasi sesuail standar dan 
peraturan per-urrdarig-trnrlarigari yang berlaku. 

I 

(1) Pemeliharaan ai-sip dinamis meliputi pemeliharaan arsip 
vital, arsip aset, ksip terjaga, arsip aktif, dan araip inaktif. 

(2) Pemeliharaan Jsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan 
unit pengolah. j 

(3) Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab pimpinan 
unit kearsipan. : 

I : 
(4) Dalam pemeliharaari arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dila.kulcan kegiatan: : 
a. pemberkasan ,irsip aktif berdasarkan kfaeifilcaai arsip; 
b. penyimpanan arsip aktif; ; 
c. penataan dan penyimpanan arsip inaktif;dan I 
d. fumigasi areip] · 

Pasal 15 

(2) Pimpinan unit ' kearsipan bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan, p:engolahan, dan penyajian arsip inaktif 
untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan 
publik. / 

(3) Setiap ASN pemerirrtah daerah yang dimutasi atau pensiun 
wajib menyerahkan arsip milik negara yang: dikuasainya 
kepada Pemeri~tah Daerah melalui perankkat daerah 
pencipta arsip, kecuali arsip yang terkait dengan haknya. 

I 

I 
(1) Penggunaan araip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem 

klasifikasi kearnariari dan akses arsip dinamis. 
(2) Pencipta arsip j wajib menyediakan arsip dinamis bagi 

kepentingan pengguna arsip yang berhak. 
1 

(3) Pencipta arsip Jwajib membuat dan rnerryedia.karr daftar 
arsip dinamis berlclasarkan 4 ( em pat) kategori, yaitu: 
a. arsip terjaga; / 
b. arsip vital; 1 1 

. d I c. arsrp asset; an 
d. arsip umum. I 

I Pasal 14 

{l) Pimpinan unit, pengolah bertanggung jawab terhadap 
autentitisitas, ketersediaan, pengolahan, serta penyajian arsip 
aktif dan arsip vital. 

I 

Pasal 13 
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Pasal 19 
I 

(1) Pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3)1 huruf d menjadi tanggung jawab pimpinan 
Unit Kearsipan. , 

(2) Pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimak~ud pada ayat 
(1) dilakukan 'urrtu.k melindungi: 
a. fisik arsip; dari ' 
b. informasi. I I 

(3) Pengamanan arslp dinamis sebagaimana dirnaksiud pada ayat 
(2) huruf a dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang 
dapat menjamiri keselamatan arsip dinamis dari berbagai 
kemungkinan Eidanya bahaya yang berasal dari alam, 
dan/atau manuJia. 

( 4) Pengamanan ar lip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dil kan dengan menyediakan perarigkat dan 
kebijakan penga anan akses dan klasifikasi kebanan arsip 
dinamis. 

(1) Dalam pemelthar'aan arsip dinamis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17, pericipta arsip dapat melakukan alih media. 

(2) Alih media s!ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan terhadap arsip yang secara fisik harus 
diduplikasi dan arsip yang memiliki nilai informasi tinggi bagi 
kepentingan pencipta arsip. , 

(3) Arsip hasil aiJ media diautentikasi sesuai 
0standar 

dan 
I peraturan perundangan yang berlaku. 
I 

(4) Arsip yang telah dialih mediakan tetap disimpan untuk 
kepentingan hu~bm berdasarkan ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan. 

I 
' 

Pasal 18 

Pasal 17 
' 

(1) Pemeliharaan arfiP dinamis sebagaimana dim~sud dalam 
Pasal 12 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab pencipta 
ar~. J I 

(2) Pemeliharaan airsip dinamis meliputi pernelib.a.raa.n arsip 
vital, arsip aset, 'r1-1"sip terjaga, arsip aktif, dan arsip inaktif. 

(3) Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan 
unit pengolah. I j 

(4) Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung ja ,ab pimpinan 
unit kearsipan. I ' 

(5) Dalam pemeliherraari arsip sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukail. kegiatan: 
a. pemberkasan Ji.sip aktif berdasarkan klasifikasi arsip; 

I 

b. penyimpanan ar sip aktif; 
c. penataan dan penyimpanan arsip inaktif;dan 
d. fumigasi arsip. I 

(4) Arsip yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk 
kepentingan Irukum berdasarkan ketentuari. peraturan 
perundang- u.nde'ngan. 
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• (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
I 

ayat (3) huruf el dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan 
JRA. , 

I 
(2) Penyusutan ar'sip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: [ ' 
a. pemindahan a.ysip inaktif dari unit kearsipan; ; 
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak 

memiliki nilAf guna dilaksanakan sesuai dengan 
I ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. penyerahan arkip statis oleh pencipta arsip Jcepacla lembaga 
kearsipan dae~ah. I 

(3) Setiap pencipta i arsip wajib memiliki JRA substantif yang 
disusun berde.earlcan pedoman retensi ar-sip berstandar 
nasional. 1 ! 

I 
(4) JRA sebagairnaria dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Wali Kata setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip 
Nasional Rep'ubhk Indonesia. 

(5) Penyusutan dilaksanakan dengan mempert:imbangkan 
kepentingan pencipta arsip, masyarakat, dan pelaku usaha 
dan/ atau kegiatari. 

I (6) Penyusunan JR.A substantif pencipta arsip :dilaksanakan 
oleh pencipta araip bersama Lembaga Kearaipari' Daerah. 

I I 

(7) Penyusunan JRA fasilitatif pencipta arsip :dilaksanakan 
oleh Lembaga K 1arsipan Daerah. 

Pasal 21 

I Pasal 20 ' 

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses arsip dinamis, yang 
apabila dibuka ubtuk umum dapat: 

I a. menghambat proses penegakan hukum; 
b. mengganggu lcepentingan perlin.dungan hak ata.s kekayaan 

intelektual11 perlin.dungan dari perearngarr usaha tidak 
sehat; I 

c. membahay pertahanan dan keamanan Negara; 
d. merigu.ngkaplcan kekayaan alam daerah ~ang masuk 

kategoridilindungi kerahasiaannya; 
e. mengancam ~etahanan ekonomi daerah; 
f. mengungkap lisi akta autentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan te~akhir ataupun wasiat seseorang kecuali 
kepada yang berhak. secara hukum; 

g. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;dan 
I h. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang 

menurut sifatya harus dirahasiakan. , 
(2) Pencipta arsip rvajib menjaga kerahasiaan afsip tertutup 

sebagaimana dimalcsud pada ayat (1). I 

(3) Pencipta arsip wajib membuat daftar arsip dinamis yang 
terbuka dan terturup. 

(4) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur penggunaan arsip 
berdasarkan staridar pelayanan minimal serta rnenyediakari 
fasilitas untuk kepentmgan pengguna arsip. · 
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I 

(1) Pemusnahan araip yang memiliki retensi kurang dari 10 
( sepuluh) tahun ditetapkan Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah setelah :tnendapat pertimbangan tertutis dari panitia 
penilai arsip danj persetujuan tertulis dari Wali Kota, 

I 
(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat oleh )Vali Kota dan berkedudukan' di Lembaga 
Kearsipan Daerah. 

I 

(3) Pengajuan peraetujuari pemusnahan arsip , sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan 
Lembaga Keareipan Daerah. I 

(4) Pelaksanaan perrrueriab.an arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) nienjadi tanggung jawab unit kJarsipan pada 
masing-masing perarigkat daerah. [ 

I . 

I Pasal 

25niki· 
· al.I sedikit 10 (1) Pemusnahan arisip yang mem reterrst p mg 

(sepuluh) talrun ditetapkan oleh Wali *ota setelah 
mendapat pertirp-bangan tertulis dari panitia penilai arsip 
daerah dan perisetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia. 

Pasal 24 

I 

(1) Pemusnahan arsip dinamis menjadi tanggung jawab Kepala 
Organisasi Peranlgkat Daerah. 

(2) Pemusnahan ar'sip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalculcan terharlap arsip yang tidak memiliki nilai guna; 
a. telah habis ~etensinya dan berketerangan dimusnahkan 

berdasarkan c.!JRA; : 
b. tidak bertentJngan dengan kepentingan umu:in;dan 
c. tidak berlcaitari dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

(3) Ketentuan lebi11- lanjut mengenai tata cara, prosedur, 
mekanisme dan pelaksanaan pemusnahan arsip 'sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Wali Kata. 

Pasal 22 

( 1) Pemindahan arsi~ inaktif yang memiliki retensi kurang dari 
10 (sepuluh) tafrun dilakukan dari unit pengolah ke unit 
kearsipan. [ 

(2) Pemindahan ars~ inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi tan~ng jawab kepala unit perigolafi. 

(3) Pemindahan araip inaktif yang memiliki reterisi sekurang­ 
kurangnya 10 (s:epuluh) tahun dilakukan Perrcip'ta Arsip ke 
Lembaga Kearsipan Daerah. 

I 
(4) Pemindahan araip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) menjadi tang&Ung jawab kepala unit kearsipan. 
(5) Setiap pemirrdaharr arsip inaktif wajib didokumentasi, disertai 

dengan daftar ar sip dan berita acara pemindahan. 
I 

I Pasal 23 
I 
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(2) Pelaksanaan [pernu.eria'ha.n arsip di lingkungan 
pemerintahan dJ.erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tariggurig jawab Lembaga Kearsipan Daet-ab , 

(3) Dokumentasi ar¥p hasil pemusnahan diperlakukan sebagai 
arsip vital yang wajib disimpan oleh pencipta arsip dan/atau 
Lembaga Kearsipb Daerah. I 

(4) Ketentuan lebili lanjut mengenai tata cara, prosedur, 
mekanisme danl pelaksanaan pemusnahan b-sip diatur 
dengan PeraturT Wali Kota. I 

Pasal 26 

(1) Pencipta arsip ~ajib melaksanakan pengelolaan arsip vital, 
arsip aset dan ~sip terjaga. 

' (2) Pengelolaan arsip vital, dan arsip aset · sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus melalui 
program arsip vi~al dan program arsip aset. 

(3) Program arsip ~tal dan arsip aset sebagaimaria dimaksud 
padaayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan: 

1 
a. Identifikasi; : 

• I b. perlindungan ldan pengamanan;dan 
c. penyelamatan dan pemulihan. 

( 4) Pencipta arsip ! wajib menduplikasi dan ±nenyerahkan 
duplikasi arsip Vital dan arsip aset sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ke~ada Lembaga Kearsipan Daerah. 

(5) Pencipta arsip] dan pengelola arsip terjaga wajib 
memberkaskan dan melaporkan daftar arsip yang dimiliki 
kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 

I Bagian Kedua 
Pengelolaan Arsip Statis 

I 

l Pasal 27 

(1) Setiap perangka daerah wajib menyerahkan ar'srp statis ke 
Lembaga KearsiJan Daerah. 

I 
(2) Arsip statis sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

cm: J 
a. memiliki nil · guna kesejahteraan; 
b. telah habis masa retensinya;dan ; 
c. berketerang8f permanen dalam JRA. I 

(3) Arsip statis sebalgaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
arsip yang a.uterrtik, terpercaya, utuh serta dapat digunakan 
dan disertai daftar arsip dan berita acara penyerahan. 

(4) Dalam hal arsip yang diserahkan tidak autentik, maka 
pencipta arsip wajib melakukan autentikasi. : 

(5) Dalam hal pedcipta arsip tidak melalcukari autentikasi 
sebagaimana d~aksud pada ayat (4), rnalca Lembaga 
Kearsipan Daerah. berhak menolak penyerahan ar-sip statis. 
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Pasal 29 

(I) Lembaga KearsiJan Daerah wajib melaksanakan pengelolaan 
arsip statis . 

(2) Pengelolaan areip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan u~tuk menyelamatkan dan rnelesta.rikarr arsip­ 
arsip yang me,ilild nilai guna informasional,, pembuktian 
dan instrinsik. 

I 

(3) Pengelolaan ar'sip statis sebagaimana dimaksud ;pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan kaidah/prinsip. manajemen 
arsip statis yang I meliputi: 
a. akuisisi arsip statis; 

I 

b. pengolahan areip statis; 
c. preservasi arsip statis;dan 
d. akses dan pelayanan arsip statis. 

I Pasal 30 

(1) Setiap orang dL lembaga publik yang mericiptakari dan 
mernilfki arsip bJrnilai guna tinggi dan kesejarahan sepanjang 

I 

kegiatannya dibiayai oleh APBD wajib menyerahkan arsip 
statisnya kepada' Lembaga Kearsipan Daerah. . 

(2) Setiap perusahJan swasta di daerah dapat ~enyerahkan 
arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah, 

I 
(3) Arsip statis yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan (2i) harus merupakan arsip yarig autentik, 
terpercaya, utuh dan dapat digunakan. I 

(4) Lembaga Kerujsipan · Daerah wajib mengelola dan 
bertanggungjawab atas keselamatan dan keam.anan fisik 
dan informasi 1sip statis yang diserahkan. I 

! Pasal 31 I 
(1) Akuisisi arsip sfatis perseorangan dapat dilakukari dengan 

pemberian ganti] rugi. ' 
I 
I 

(2) Akuisisi arsip I statis perusahaan swasta di daerah 
dilaksanakan s,esuai dengan peraturan dan perundang­ 
undangan yang erlaku. 

(1) BUMD, lembaga pendidikan, serta usaha dan/atau kegiatan 
di daerah, yang kegiatannya dibiayai APBD wajib 
menyerahkan ar,ip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 

(2) Lembaga Pemeip-ntahan yang berkeduclukanj di daerah 
menyerahkan ]sip statisnya kepada Lembaga Kearsipan 

(3) ArDa~rah.t ti. rniliki il · J · ah d sip s a s perseorangan yang me n ai aejar apat 
diserahkan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili 
kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 

Pasal 28 
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i 
(1) Arsip statis ridalc dapat diakses untuk publik dalam hal: 

I 
a. menyangkut wilayah perbatasan; 
b. berpotensi rnerrim.brrl.karr gangguan atau k:onflik suku, 

agama,ras, dan antar golongan; I 
c. belum selesai tiolah dan belum memiliki sarana temu balik 

arsip; I 

d. secara fisik rusak dan belum dialihmediakan;dan 
I 

e. atas per-mirrtaa.n penyerah arsip tidak dapat dibuka untuk 
jangka waktu tertentu. I 

(2) Dalam jangka w~u 25 (dua puluh lima) tahun sejak arsip 
statis diserahkah. ke lembaga kearsipan, Kepala Lembaga 
Kearsipan Daerf' dapat membuka akses arsip ~tatis, kecuali 
ada permintaan lain di luar batas waktu tersebut oleh 
penyerah arsip. 

1 

(3) Lembaga Kearaipan Daerah berwenang menetapkan 
keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua pulub lima) tahun 
masa penyimp11 an yang dinyatakan masih terrutup dengan 
pertimbangan: 
a. tidak menghambat proses penegakan hukum; I 
b. tidak mengganggu kepentingan perlindurigan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan 
usaha tidak seihat; 

c. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; 
d. tidak mengun!kapkan kekayaan alam daeraJ yang masuk 

kategori dilindurigi kerahasiaannya; ' 
e. tidak mengandam ketahanan perekonomian dJerah; 
f. tidak menguJgkapkan isi akta autentik y~g bersifat 

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 
kecuali kepada yang berhak secara hukum; 

I 
I 

g. tidak: mengungkapkan rahasia dan/ atau data I pribadi; dan 
h. tidak menguhgkapkan memorandum atau surat-surat 

yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 

Pasal 33 

Pasal 32 
I 

(1) Pengolahan arsipll statis dilaksanakan melalui kegiatari: 
a. PendeslcripsiaDj; : 
b. menata fisik; I , 
c. menata inform,1-si; dan 
d. membuat sar~a temu balik. 

(2) Sarana temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dibuat / secara manual dan berbasis elektronik, 
be:i-u pa: . . I . 
a. mverrtarts arsrp statis; 

I 

b. daftar arsip statis;dan 
I 

c. panduan arsip statis. 
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(1) Penyeleriggaraarq kearsipan di BUMD dan Rumah Sakit 
Umum Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan W,ali Kata ini. 

(2) Pengelolaan arsib di BUMD dan Rumah Sakit Umum Daerah 
yang bersifat lqiusus dilaksanakan berdasarkan peraturan 
dan peruridang-uridangan yang berlaku. 

I 
i 
I 
I 

BAB VI 

I
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 

Pasal 36 

Pencipta arsip dan/ltau organisasi perangkat daerah dilarang: 
(1) Menyerahkan dJ.n/ atau memberikan arsip dinamis kepada 

yangtidak berhal~. 
(2) Memberikan aksbs arsip yang dikategorikan terlutup kepada 

yangtidak ber'hafc. I 
(3) Memusnahkan J.rsip di luar ketentuan JRA dan prosedur 

I yang benar. 1 

I 

(4) Memperju albelikari arsip. 

BAB V 
LARANGAN 

(1) Dalam penyelenggaraan kearsipan, setiap perangkat daerah 
dan lembaga Kearaipari Daerah wajib menvediakan sarana 
danprasarana keareipan sesuai standar. , 

(2) Lembaga Kearaipari Daerah wajib memiliki depo arsip statis. 
(3) Setiap pejabat clan pelak:sana kearsipan dilarJuig merusak 

. d I I ak:t . I. arsap an atau merus empat perrynrrparrari ansrp, 
I . 

I 

Pasal 34 
j 

(1) Dalam hal terjadi bencana alam Lernbaga Kearsipan 
• I • Daerah, pencipta arsnp, dan lembaga yang bertanggung 

jawab dalam IPenanganan bencana, wajib melakukan 
penyelamatan araip dinamis dan statis. I 

(2) Biaya penyelamitan arsip akibat bencana alam menjadi 
tanggung jawab lIPemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 
• arana dan Prasarana 
' 

Pasal 35 
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4. 

1. 

5 

i ,--1 I 
BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .b'!> 

I ' 

NO. 

AR 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, s-t Jbt...1 2023 

fj. SEKRETARIS DAEt, 

ODE AHMAD J\40NIANSE 

Ditetapkan di Baubau 
pada tariggal, ::}-t dull 2023 

WALI KOTA BAUBAU, 
I 

memerintahkan 
penempatannya 

I 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Wall Kota ini dengan 
dalam Betita Daer1 Kota Baubau. 

I 
I 

pada 

I 

Pasal 38 

tanggal berlaku ini mulai 

BAB VII 
PENUTUP 

Peraturan. Wali 
diundan.gkan. 


